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. Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dan kemampuan dari
pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan, termasuk dalam pemberian
pelayanan terhadap pengaduan masayrakat yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kota Malang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap tingginya tingkat
pengaduan masyarakat dan faktor penghambatnya. Untuk mengetahuinya
digunakan jenis penelitian deskriptif - kualitatif, dengan teknik pengumpulan
data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam artikel ini menunjukan
bahwa responsivitas Dinas Perhubungan Kota Malang cukup responsive, hal ini
dibuktikan dengan adanya peningkatan pada pengaduan masyarakat setiap
bulan khusunya pada tahun 2020. Selain itu, responsivitas Dinas Perhubungan
Kota Malang juga dapat dilihat dari indicator kualitas pelayanannya, yaitu: (1)
Tangible atau bukti fisik, (2) Reliability atau kehandalan, (3) Responsivines
atau daya tanggap, (4) Assurance atau jaminan, dan (5) Emphaty atau empati.
Namun, pada implementasi pelayanan tersebut terdapat hambatan yakni
banyaknya masyarakat yang belum paham tentang prosedur laporan pengaduan,
adanya pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, adanya
masyarakat yang sering menuntut kecepatan penanganan dari instansi, dan
sering terjadinya miss communication kepada masyarakat yang berdampak pada
keterlambatan waktu penanganan

Kata kunci : Pelayanan, Masyarakat, Pertanggungjawaban, Respon
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SUMMARY

Hendra Hafid Risalbi, 2021, NPM 21701091002, Public Administration Study
Program, Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, Public
Service at the Malang City Transportation Office in Responsible for Responding
to Public Complaints, Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor II:
Dr. Hayat, S.AP., M.Si.

. Responsiveness is a form of sensitivity and ability of the government in
providing services, including in the provision of services to public complaints
made by the Malang City Transportation Service. This article aims to determine
the responsiveness of the Malang City Transportation Service to the high level of
public complaints and the inhibiting factors. To find out this type of research is
descriptive - qualitative, with interview, observation and documentation data
collection techniques. This article shows that the responsiveness of the Malang
City Transportation Service is quite responsive, this is evidenced by the decrease
in the level of public complaints every month, especially in 2020. In addition, the
responsiveness of the Malang City Transportation Service can also be seen from
the service quality indicators, namely: (1) Tangible or physical evidence, (2)
Reliability or reliability, (3) Responsivines or responsiveness, (4) Assurance or
assurance, and (5) Empathy or empathy. However, in the implementation of these
services, there are obstacles, namely the number of people who do not understand
the procedure for reporting complaints, the existence of complaints that are not in
accordance with the facts on the ground, the existence of people who often
demand speedy handling from agencies, and frequent miss communication to the
public which has an impact on delays handling time.

Keywords: Service, Community, Accountability, Response
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1.1 Latar Belakang

University of Islam Malang

Pelayanan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan,
lebih fokusnya pada pelayanan yang sering terdapat suatu masalah yaitu
pelayanan pengaduan. Disini peranan administrasi negara sangat dibutuhkan,
karena ini merupakan sebuah cerminan demokratis di negeri ini sehingga bisa
jadi tolak ukur nantinya seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Pelayanan publik menurut Hayat (2018) pelayanan publik dapat
dipahami dengan istilah usaha sekolompok orang atau instansi yang disebut
juga organisasi dengan ini pelayanan publik bertujuan untuk mempermudah
untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan publik
lebih dikenal sebagai public service dalam ilmu administrasi publik.

Menurut Mindarti (2013) dalam berbagai pengaduan tidak semua
pengaduan dapat diperoses dengan segera ada beberapa pertimbangan yang
harus dipahami dari pengaduan yang diajukan kepada pihak subtansi tersebut,
Karena menyangkut beberapa point yaitu tanggung jawab dan pelaksanaan
yang harus segera diproses. Sementara itu menurut jurnal mursalin (2018:4)
bahwa memang pengaduan sangat dibutuhkan dan merupakan suatu sumber
informasi yang sangat dibutuhkan bagi publik dan kedepannya bisa digunakan

sebagai tolak ukur evaluasi pelayanan yang belum tercapai selama ini ke pada

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

publik/steakholder, sehingga perlu desain sistem baru dalam menangani
keluhan ini agar bisa memperbaiki kulitas kedepannya. Disebutkan bahwa
proses pengaduan memang perlu waktu yang tidak sedikit dalam sebuah
penanganan yang sesuai diharapkan, akan tetapi pengaduan tetap menjadi suatu
pekerjan yang harus diperbaiki atau dilayani dengan banyak pertimbangan agar
sesuai apa yang diharapkan oleh pihak yang mengajukan pengaduan tersebut.
Agar segera diproses maka semua pengaduan memang harus didukung laporan
yang sesuai prosedur, sehingga bisa memeperkuat proses pengajuan dan bisa
segera dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang KEPMENPAN nomor 118 tahun 2004
sebuah pengaduan merupakan bentuk pengawasan dari masyarakat yang selalu
melihat atau mengevaluasi yang disampaikan oleh pemerintah baik itu lisan
maupun tertulis yang didalamnya berupa pikiran,saran, gagasan, keluhan, dan
pengaduan yang bertujuan membangun bersama. Dalam peraturan Presiden
tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik sesuai dengan
ketentuan pada pasal 36 dan pasal 37 Undang-undang nomor 25 tahun 2009,
sebagai pelayan publik diharuskan dan diwajibkan untuk menyediakan sarana
kepada publik/masyarakat dan menugaskan kepada pelaksana pelayan publik
harus  berkompeten  dalam  mengelola  pengaduan  yang  bisa
dipertanggungjawabkan secara penuh demi kepentingan publik.

Hal yang bisa dipungkiri terjadinya pengaduan akan sering terjadi
dikarenakan tidak puasan masyarakat atau publik dalam merasakan sisi

pelayanan yang diinginkan, lalu seakan-akan para pelaku pengaduan benar-
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benar merasa dirugikan bila pelayanan yang di berikan oleh subtansi tidak ada
perubahan selama mereka masih bekelanjutan mengajukan pengaduan pada
subtansi tersebut. Pada isi Undang-undang KEMENPAN nomor 118 tahun
2004. Pengaduan yang berstruktur pada pengawasan, yaitupengaduan
masyarakat yang terkandung informasi dan adanya indikasi terjadinya
penyirnpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur
negara, Yyang bisa mengakibatkan  kerugian atau  kepercayaan
masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dijelaskan Pada Undang-undang tahun 2009 No. 25 membahas
sepenuhnya tentang pelayanan publik, yang perlu digaris bawahi dalam pasal 1
telah dijelaskan pelayanan publik merupakan kebutuhan dalam pemenuhan
kewajiban bagi aparatur. untuk melayani baik itu jasa, barang, dan pelayanan
administratif lainnya yang telah di atur pada Undang-undang tersebut untuk
melayanai setiap warga negaranya yang menyediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik tersebut.

pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat memang mengungkapkan
ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah dan juga pelayanan yang
diberikan yang bisa berakhir tuntutan publik sehingga hal ini akan memperumit
keadaan dan terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah
terkait termasuk birokrasi Setiawan (2013:2).

Di kutip pada jurnal hayat (2016) di perlukan sebuah teori fingsional
struktural untuk kepentingan dalam menstabilkan masyarakat dari segi

emosional masyarakat dan mencegah konflik yang terlalu dipaksakan sehingga
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nanti terjadinya sebuah simpangsiur informasi dan menimbulkan efek yang
berdampak pada masyarakat menerima informasi tersebut.

Menurut larasati (2016) dalam penanganan pengaduan publik bisa
disebut juga sebuah proses atau rangkaian yang didalamnya meliputi observasi,
monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan yang akan dikaji lebih dalam
pada pemeriksaan dimana bertujuan untuk mengungkap kebenaran pengaduan
yang diajukan oleh pihak masyarakat.

Pengaduan yang terstruktur atau sesuai pedoman akan berpotensi
membuahkan hasil yang maksimal karena tidak hanya di lihat dari laporan
pihak pengaju pengaduan tersebut, Akan tetapi dari awal harus dilihat apa
maksud dan tujuan utama dari pelaporan pengajuan pengaduan tersebut
sehingga bisa menjadi alat data pendukung oleh subtansi yang akan memproses
pengaduan tersebut. Dari hal kecil pengaduan yang sering berhubungan dengan
pelayanan memang sedikit sensitif kurang lebih dari segi komunikasi pada saat
pelayanan terhadap pihak pelapor pengaduan sehingga itu bisa menjadi salah
satu ukuran bagaimana proses pelayanan pada awal pengajuan pelaporan
pengaduan.

Informasi yang diterima oleh pihak masyarakat memiliki pengaruh
besar juga dalam pengertiannya oleh karena itu sosialisasi dari awal dalam
suatu kebijakan memang perlu di ratakan sehingga tau apa yang belum bisa di
terima oleh kebijakan tersebut demi memangkas angka pelaporan pengaduan
dari pihak masyarakat, sehingga tidak melepas kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah/subtansi terkait.
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Menurut Rinaldi (2012) pelayanan publik memang secara otomatis
akan menjadi image atau citra bagaimana kinerja pada sebuah birokrasi, karena
disemua negara pelayanan publik memang sangat dipantau oleh publik
sehingga negara tersebut patut meningkatkan kualitas pelayanan demi image
atau citra baik pemerintahan di suatu negara tersebut baik kedepannya.karena
suatu negara juga tidak lepas dari istilah birokrasi.

Birokrasi dalam pelayanan publik sudah lumrah ditemui memang
tidak bisa lepas dari sangkut pautnya dengan birokrasi karena masyarakat akan
selalu tertanam istilah tersebut pada pelayanan publik ini, sehingga pelayann
publik akan membawa persepsi publik kearah birokrasi yang diterapkan oleh
pemerintah dalam setiap pelayanan publik disuatu negara. Pada pelayanan
publik tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada umumnya karena pelayana
publik memang lebih terkhusus kabanyakan terbanyak pada unsur apaatur atau
pemerintahan disuatu negara, pelayanan publik ini memang harus benar benar
tau apa yang dibutuhkan oleh publik/steakholder karena itu sedikit sensitif
apabila pelayanan publik tidak sesuai apa yang diharapkan oleh
publik/masayarakat tersebut.

Menurut Hayat (2018) yang perlu digaris bawahi dalam kebutuhan
masyarakat perlu keprofesionalan dalam melakukan pelayanan publik dan
didalamnya telah ada pengaturan administrator yang gunanya untuk
menumbuhkan pelayanan yang bekualitas bagi masyarakat sehingga bisa benar
benar tau dan terselesaikan apa yang di butuhkan masyarakat. Dengan

didukungnya sikap aparatur dalam melayani publik sehingga masyarakat pun
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akan puas tehadap pelayanan tersebut dan juga bisa menjadi bentukapresisi
termasuk kolektifitas terhadap pelayanan publik yang baik. Akan tetapi,
pelayanan publik perlu menggunakan sistem informasi yang baik, yang
didalamnya mengandung bebrapa unsur dalam segi pelayanan yaitu inovasi
yang diterapkan dalam pelayanan guna untuk memangkas birokrasi rumit yang
sekarang marak terjadi pada beberapa paratur. Gunanya sistem informasi akan
terlihat pada saat pelayann yang lebih mudah dan memangkas proses-proses
panjang yang memerlukan banyak waktu.

Menurut Siagian (2018) bahwa seluruh hubungan, baik itu formal dan
informal perlu adanya pembentukan binaan dalam suatu organisasi aparatur
guna menciptakan teamwork yang intim dan harmonis dalam segi komunikasi
sehingga akan terbiasa komunikasi dengan baik kepada siapapun dan dengan
mudah menjadi kebiasaan sehingga tercapai apa yang dituju dalam pekerjaan di
sebuah aparatur atau subtansi tersebut.

Hubungan baik dalam sebuah organisaasi aparatur pemerintah
setidaknya membuat atau menciptakan susna atau lingkungan kerja menjadi
lebih baik dari sebelumnya, dengan cara kerjasama dan kekeluargaan dalam
menjalankan tugas ,elaksaakan pelayanan terhdadap publik/masyarakat yang
memerlukan pelayanan pemerintah.

Menurut Hayat (2016) dijelaskan bahwa berorientasi dengan baik
merupakan suatu cerminan pelayanan baik oleh sebab itu harus dikedepankan

persolan pemikiran pelayanan prima yang bisa berdampak pada kepuasan
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penerima pelayanan, sehingga akan menjadi suatu tolak ukur seberapa baik
pelayanan prima yang di berikan kepada penerima pelayanan tersebut.

Memang terlihat dari kenyataan sekarang banyak miss comunication
atau salah paham dalam komunikasi bisa saja mengakibatkan ketidak
maksimalan dalam memproses sebuah pelayanan publik, karena selalu
berkaitan dengan data yang diajuakan ataupun data penunjang pada saat proses
pelayanan disebuah aparatur negara. Jalan keluar ini memang harus
ditumbuhkan komunikasi yang baik di dalam organisasi pemerintahan tersebut,
guana tidak ada kesalah pahaman dalam melayani publik nantinya yang bisa
berakibat fatal baik itu citra maupun kinerja aparatur.

Menurut kurniawan (2016) pelayanan publik ada sedikitnya 3 teoritis
fungsi utama yang wajib di jalankan yaitu public sevice function yaitu tentang
bagaimana fungsi sebenarnya pelayanan publik, dan selanjutnya developmen
function yaitu fungsi daripada pembangunan yang berguna bagi masyarakat
dalam dunia pelayanan publik, dan yang terkahir yaitu protection function
yaitu memproteksi semua publik dengan menyediakan pelayanan publik
dengan sepenuh hati agar tercapai tujuan yang dituju oleh pihak aparatur atau
subtansi negara.

Menurut hayat (2013) pelayanan memang banyak menemukan
tantangan yang begitu sulit karen banyak yang menunutut agar semua proses
pelayanan di berikan sesuai apa yang di minta masyarakat, hal ini merupakan

tuntutan masyarakat yang perlu dipelajari karena semua berawal dari evaluasi
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pelayanan selama ini pada instansi terkait yang berhubungan juga dengan
pelayanan prima.

Dalam peleyanan tidak luput dari sebuah tanggungjawab yang besar
dan banyak tantangan yang ditemukan dan disitulah semua akan menjadi
adaptasi bagaimana menemukan jalan keluar dalam sebuah permasalahn dan
tantangan yang harus dihadapi, sehingga bisa menggunakan metode prosedur
yang benar agar tidak terjadi miss komunikasi yang fatal.

Menurut Hayat (2018) peyanan cepat dan inovativ memang harus
disanggupkan bagi aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan itu bisa di
lakukan dengan komitmen tinggi dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap
pelayanan publik ini. sehingga masyarakat pun akan merasa puas dalam
pelayanan cepat ini karena didalamnya sudah tertanam komitmen melayani
dengan sepenuh hati meskipun seberat apapun tugas dalam melayani, Dan
memiliki rasa mengabdi terhadap negara dalam melayani setiap warga
negaranya yang sedang membutuhkan pelayanan publik tersebut.

Implementasi menurut Syahrudin (2019) merupakan aspek yang
penting dalam proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai
suatu tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana dan juga waktu yang tepat.
Pada dasarnya implementasi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan suatu
kebijakan tersebut. Implementasi juga akan berjalan secara baik jika sumber
daya manusianya juga dapat mengikuti segala peraturan dalam suatu kebijakan

tersebut.
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Dalam suatu pengimplementasian kebijakan perlu pelayanan yang
maksimal dari suatu program tersebut. Pengoptimalan pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintahan bukanlah pekerjaan sayang mudah seperti halnya
membalikkan telapak tangan mengigat pembaharuan tersebut menyangkut
aspek yang telah mebudaya dalam lingkaran kebijakan pemerintahan. Salah
satu aspek yang menjadikan buruknya suatu pelayanan publik adalah kultur
birokrasi yang tidak kondusif. Implementasi merupakan bentuk nyata dari
instansi terkait dengan fasilitas publik yang harus memberikan jaminan
kepuasan kepada masyarakat. Implementasi atau pelaksaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula
berbentuk perintah- perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang pentin
atau keputusan badan peradilan .

Terdapat fenomena yang bisa ditemukan pada lapangan yaitu: yang
pertama dalam sebuah masalah yang akan diangkat berupa sebuah tindakan
merespon, terkadang banyak ditemukan sebuah permasalahan dalam merespon
baik itu dari sisi keterlambatan respon dan ribetnya sistem birokrasi di
dalamnya. yang kedua yaitu tentang memproses data yang diadukan, disini
sering terjadi banyak ketidak tranparansi sehingga berdampak pada pengolahan
data. Yang ketiga yaitu pengolahan data yang selalu menemukan masalah
kurangnya informasi yang lengkap. Yang ke empat pelayanan masyarakat juga
tsering terjadi ketidak ramahan para pelaku pelayanan terhadap pihak
pengaduan. Ke lima yaitu hambatan yang sering terjadi dikarenakan kurangnya

bukti dalam sebuah pengaduan yang seharusnya sesuai prosedur. Yang ke
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enam Yyaitu bagaimana penanganan pada lapangan yang diadukan oleh pihak
masyarakat yang sudah diajukan, terkadang mengalami penganan yang lama
atau terkenal lamban (data wawancara pada tanggal 15 februari).

Terdapat data yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebesar 40% pada
awal tahun 2019 yang sebelumnya dibandingkan dengan tahun 2020 yang
memiliki persentase yang lebih tinggi 20% dari tahun 2019 ini sehingga dapat
dikatakan data yang didapat dalam responsivitas pada bidang pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Malang bisa dikatakan mengalami perbaikan pelayanan
dalam merespon pengaduan masyarakat yang memang tingkat kenaikannya
hingga akhir tahun 2020 ini sebesar 391 pengaduan dan dibandingakan dengan
tahun 2019 sebesar 371 pengaduan selama setahun penuh (data wawancara 20
februari 2021)

Dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018
memiliki persentase lebih merata dan tidak mengalami peningkatan pengaduan
yang signifikan, data yang diperoleh pengaduan setahun penuh pada tahun
2017 berjumlah 269 dan pada tahun 2018 memiliki persentase berjumlah 278
yang lebih mendominan pada sektor pengaduan masyarakat bagian
kepengurusan perizinan dan lalulintas di kota malang. (data wawancara 21 juli
2021)

Kuantitas pada Dinas Perhubungan Kota Malang lebih mengutamakan
pada persoalan pelayanan secara langsung kepada masyarakat baik laporan
pengaduan ataupun pengajuan apapun, pelyanan yang mengutamakan kuantitas

yang di berikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terlihat mengalami terus
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peningkatan dari segi fasilitas dan proses pelayanan kepada masyarakat terukur
dari pihak masyarakat yang terus memberikan respon baik kepada Dinas
Perhubungan Kota Malang ini. (data wawancara 15 februari 2021)

Komunikasi dalam berjalannya pelayanan dengan adanya excelent
service (pelayanan prima) pada Dinas Perhubungan Kota Malang menjadi
suatu motivasi selalu untuk melayani masyarakat/publik dalam berkomunikasi
sehingga para staff Dinas Perhubungan Kota Malang sudah terlatih dan sudah
tertanam pada semua komitmen awal bergabung pada instansi tersebut
sehingga tidak perlu melakukan adanya pelatihan dan pengawasan yang
berlebih pada bidang pelayanan karena sudah tahu apa yang harus dilakukan
standart pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang ini. (data
wawancara pada tanggal 15 februari 2021).

Dengan semua tuntutan dari masyarakat, Dinas Perhubungan Kota
Malang selalu mengevaluasi dan memberi sosialisasi kepadan staff dan
masyarakat bagaimana cara mengutarakan laporan dan prosedur pelaporan
pengaduan masyarakat meliputi infrastruktur dijalan dan fasilitas-fasilitas
umum di jalan raya sehingga kepada staff pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Malang pun tidak mengalami kesulitan sehingga semua lebih terarah dan
efisien waktu dalam pelayanan kepada masyarakat.( data wawancarapada
taggal 20 februari 2021)

Pada persentase yang terdapat pada data yang telah didapat dari
evaluasi tahunan 2020 bahwa persentase terus meningkat dan terkesan merata,

atas pelaporan pengaduan yang masih banyak terjadi yang lebih terkhusus nya
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pada bidang bidang yang berkaitan dengan fasilitas dan sarana prasarana lalu
lintas.(data wawancara pada tanggal 20 februari 2021).

Pada Dinas Perhubungan tentunya memiliki peran penting dari segi
tata kelola pemerintahan maupun infrastruktur pada bidang jalan dan prasaran
penunjang jalan raya, oleh karena itu dinas perhubungan tentunya juga
berhubungan langsung oleh masyarakat pengguna jalan dan pemakai
infrastruktur jalan raya yang notabenya digunakan setiap hari dalam
beraktifitas. Sehingga Dinas Perhubungan memang sebagai aparatur negara
atau salah satu instansi pemerintahan yang tidak luput dari tanggung jawab
sebagai pelayanan publik, karena masyarakat juga tau kemana arah pengaduan
tentang kebijakan bagian lalu lintas dan insfrastruktur jalan raya tepatnya pada
Dinas Perhubungan tersebut.

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012
dijelaskan bahwa didalam peraturan tersebut Dinas Perhubungan Kota Malang
memiliki tugas pokok dalm membantu urusan pemerintahan daerah sehingga
banyak yang harus saling berhubungan dalam pelaksanan pelayanan publik
maupun membuat kebijakan-kebijakan publik yang sudah sesuai pada bidang
perhubungan dalam asas otonomi dan pembantuan yang juga banyak
membahas kebjakan teknis di dalamnya.

Pada situs resmi Jendral Perhubungan Darat Republik indonesia,
bahwa kali ini dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan karena pelayanan
jasa atau infrasutruktur transportasi di Indonesia sangatlah langsung dirasakan

olen masyarakat sehingga, oleh Departemen Perhubungan repblik Indonesia
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telah membuat standar pelayanan publik bagi dunia Perhubungan di seluruh
Indonesia yang nantinya sebagai tolak ukur acuan penilaian kualitas pelayanan
lebih khususnya pada transportasi darat dan infrastruktur yang telah dibuat.
(Sumber: dephub.go.id)

Dengan adanya pelayanan publik pada aparatur pemerintah Dinas
Perhubungan, Masyarakat akan lebih terarah dimana semua akan terpusat
masalah administrasi meliputi tentang fasilitas jalan raya maupun infrastruktur
lainnya. Akan tetapi dalam sistem administrasi disetiap Dinas perhubungan
akan ada kantor perwakilan atau rayon pada setiap kota yang tetap semua
terpusat pada Jendral Perhubungan Darat.

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan Dinas Perhubungan
yang memiliki tingkat kesibukan yang sangat padat ada berbagai bidang
didalamnya yaitu meliputi : bagian Lalu Lintas, bagian Angkutan Umum,
bagian Parkiran, Dan lain sebaginya. Disini selain melayani Pemerintah Kota
Malang dalam bertugas, Pada Dinas Perhubungan juga melayani masyarakat
yang akan mengajukan izin dalam adanya kegiatan yang menutup akses jalan
dan pengaduan masalah lalu lintas maupun infrastruktur jalan raya.

Seiring banyaknya pengajuan pengaduan pada Dinas Perhubungan
Kota Malang dan bagaimana penerapan pelayanan publik sebagai aparatur
negara sepenuhnya tentang merespon pengaduan yang diajukan masyarakat
pada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengetahui bagaimana prosedur
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas perhubungan

Kota Malang saat ini, saya sebagai peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang
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Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Tingginya
Tingkat Pengaduan Masyarakat (Studi Kasus Pada Bidang Pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh
peneliti diatas, peneliti menemukan beberapa problem yang akan di jawab
nantinya pada hasil dan pembahasan penelitian.

1. Bagaimana Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Malang dalam
menangani tingginya tingkat pengaduan masyarakat ?
2. Apa saja faktor penghambat yang ditemukan pada responsivitas Dinas

Perhubungan Kota Malang dalam menangani tingginya pengaduan

masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana cara responsivitas dan upaya Dinas
Perhubungan Kota Malang dalam memproses pelayanan dalam semua
bentuk pengaduan masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan proses
menangani semua bentuk pengaduan yang diajukan oleh masyarakat

yang berkaitan pada Dinas Perhubungan Kota Malang.
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1.4 Manfaat penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini tentunya akan membawa suatu

kegunaan,baik secara teoritis maupun praktis.
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1. Manfaat Teoritis

University of Islam Malang

Dengan adanya penelitian, saya sebagai peneliti berharap kedepannya
memberi pengetahuan dan manfaat tentang bagaimana berjalannya
Responsivitas tingginya tingkat pengaduan masyarakat pada Dinas
Perhubungan Kota Malang ini sehingga bisa diketahui bagaimana selama
ini Dinas Perhubungan Kota Malang dalam penerapan sebagai pelayan
publik menangani respon pengaduan dari masyarakat tentang baik itu
infrastruktur jalan dan perizinan jalan dan lain sebagainya, kami berharap
juga bagi pembaca dan seluruh khalayak, baik secara teoritis maupun
praktis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti
Dimana penulis dapat lebih mengetahui tentang pelayanan
publik sejauh ini seperti apa yang sudah diterapkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Malang dalam merespon pengaduan masyarakat
sehingga bisa menjadi evaluasi kedepannya sebagai aparatur negara.

b. Bagi instansi
Dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi seberapa jauh
responsivitas pelayanan yang sudah diterapkan dan diberikan kepada

masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.
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c. Bagi universitas

Mendapatkan hasil riset dari penelitian ini terkait masalah atau

REPOSITORY

keadaan di lapangan, agar kedepannya dapat menjadi pengembangan

kurikulum. Disamping itu juga sebagai pengetahuan bagaimana

University of Islam Malang

sistem-sistem pelayanan publik pada aparatur negara ini dalam dunia

pelayanan publik.
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BAB V

PENUTUP

REPOSITORY

5.1 Kesimpulan
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, Responsivitas
pelayanan publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap tingginya tingkat
pengaduan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun 2019
terdapat jumlah lebih rend dibandingkan dengan tahun 2020 setiap bulannya.
Selain itu, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan publik dari segi
kualitasnya yang diukur dari 5 dimensi. Pertama, Tangible atau bukti fisik
terkait dengan sarana dan prasarana sudah memadai dan membantu proses
pelayanan. Kedua, Reliability atau kehandalan yakni Dinas Perhubungan
Kota Malang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
SOP. Ketiga, Responsivines atau daya tanggap sudah cukup baik, hal ini
Dinas Perhubungan Kota Malang menerapkan atau memiliki dasar pelayanan
yaitu excelent service (pelayanan prima) yang bertujuan untuk
berkemampuan totalitas terhadap publik yang mengajukan pengaduan dan
guna memberikan respon yang baik kepada publik. Keempat, Assurance
(jaminan) yakni Dinas Perhubungan Kota Malang telah memeberikan
jaminan kemudahan layanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang
mengajukan permohonan layanan. Kelima, Emphaty (empati) yakni Dinas
Perhubungan Kota Malang bersikap terbuka dam menerima permintaan, saran

dan kritik yang diberikan oleh masyarakat.
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Disamping itu, prosedur pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang
dalam mempertanggungjawakan merespon atas pelaporan dan pengaduan
dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur dan visi misi intansi. Proses
pengolahan dan prosedur penanggungjawaban dalam merespon pengaduan
masyarakat pada Dinas Perhubungan Kota Malang diantaranya: pertama,
disposisi laporan untuk mencatatat semua dasar pelaporan tingkat awal.
Kedua, pembukuan besar surat pengaduan yakni pemrosesan data dari proses
disposisi. Ketiga, Penanganan pemrosesan data pada bidang terkait yakni
proses penyesuaian data dengan keadaan dilapangan. Keempat, penanganan
lapangan yakni penindakan atau pemantauan langsung terhadap laporan yang
sudah diproses dan disetujui oleh kepala bagian.

Hal ini juga diringi dengan adanya hambatan-hambatan pada
implementasi pelayanan publik tersebut diantaranya: pertama, kurangnya
informasi kepada masyarakat perihal syarat atau prosedur pengajuan laporan
pengaduan ke Dinas Perhubungan Kota Malang. Kedua Kurangnya kesadaran
masyarakat dalam hal prosedur mengajukan laporan pengaduan. Ketiga,
keterlambatan waktu penanganan yang dikarenakan masyarakat sering
membawa berkas syarat dan data laporan pengaduan yang kurang lengkap.
Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Malang pun mengatasi hal tersebut
dengan meningkatkan kinerja staff, lebih mengemas model komunikasi agar
berkurangnya tingkat komunikasi, dan sering mengadakan evaluasi.

Adapun saran bagi penyedia pelayanan publik atau aparat pemerintah

khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang yakni melakukan sosialisasi
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kepada masyarakat perihal bagaimana cara atau prosedur melakukan laporan

pengaduan. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Malang selalu melakukan

evaluasi dan meningkatkan kinerja sebagai penyedia pelayanana publik dan

menjadikan hambatan-hambatan tersebut sebagai tantangan untuk lebih

profesional dalam bertanggung jawab atas pelaporan masyarakat sehingga

masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan..

5.2 Saran

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran

peneliti mewujudkan transparansi kedepannya adalah:

1. Saran akademis

a)

b)

Saran bagi mahasiswa yang nantinya lebih berkelanjutan ingin terjun
kedunia administrasi publik bidang pelayanan publik khususnya,
diharapkan perlunya mengetahui bagaimana cara kerja pelayanan
publik yang sebagaimana semestinya dilakuakan sesuai Undang-
undang yang telah dibuat karena ini merupakan suatu kewajiban yang
nantinya ingin menjadi penyedia pelayanan publik harus melayani
masyarakat/publik yang ramah dan bertanggungjawab.

Bagi Mahasiswa dan akademis lainnya diharapkan lebih sering terjun
kelapangan dan melihat semua fenomena apa saja yang di temukan di
masyarakat dan pada kinerja penyedia pelayanan publik sehinga tau
bagaimana perkembangan dan masukan baik itu  dari

masyarakat/publik dan aparat pemerintah selama ini.

2. Saran praktis
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a)

b)

Saran bagi penyedia pelayanan publik atau aparat pemerintah agar
selalu mengevaluasi dan membenahi kinerja sebagai penyedia
pelayanan publik, karena kepentingan masyarakat/publik lebih
pokok sifatnya untuk menjadi yang paling utama terlayani dengan
baik.

Saran bagi Dinas Perhubungan Kota Malang lebih banyak belajar
dan menerima masukan dari masyarakat karena terlihat kurangnya
sosialisasi yang mengakibatkan banyaknya laporan dan pengaduan
pada Dinas Perhubungan Kota Malang ini.

Saran bagi pihak staff bagian pelayanan lebih memperhatikan perihal
yang di ajukan oleh masyarakat/publik, agar tidak terkendala pada
kekurangan informasi yang simpangsiur dan terjadinya miss

komunikasi dengan pihak bidang pengolahan data selanjutnya.
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